
: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tega! Nomor 69 
Tahun 2019; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 33 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penyusurian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2020 apabila terdapat belanja dad propinsi rnaupun 
pusal yang baru diterima petunjuk teknisnya setelah 
peraluran daerah tentang APBD Tahun Anggaran 
2020 ditetapkan, rnaka Pernerintah Daerah harus 
menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud 
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 
Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada 
Pimpinan DPRD; 

c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah No 
900/0001 344 Tanggal 24 Desember 2019 ten tang 
pen yam paian alokasi belanja ban LU an keuangan 
APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2020 kepada 
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta ajuan 
pergeseran dari SKPD maka Peraturan Bupati Tegal 
sebagaimana pada h u ruf a perlu di sesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 
rentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 
2020; 

BUPATI TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menirnbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 69 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020 

TENTANG 

PERATURAN BUPATl TEGAL 
NOMOR 15 TAHUN 2020 

BUPAT11'EGAL 
PROVLNSI JAWA TENGAH 



: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3613); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049 ) ; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Mengingat 



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3321); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Keriga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503}; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahu 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322) ; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); 



2. Lampiran Peraturan Bupati Tega} Nomor 69 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun Anggaran 2020 tetap berlaku kecuali hal-hal yang telah 
diubah sebagaimana dimaksud pada angka 1. 

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 
69 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 69) diubah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 69 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 
ANGGARAN 2020. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
3); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabuoaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 7); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 
Nomor 8); 

32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 
Nomor 69); 



wroooo JOKO MULYONO 
SERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 'l'AHUN 2020 NOMOR 15 

AH KABUPATEN TEGAL1 

( 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal ~ :·:.1r"t ~O~ c 

! UM! AZfZAH 

ePATI TEGAL, 

Ditetapkan di SLAWl 
pada tanggaJ 5 r~:.lr t 2G~9 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Tegal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 11 


